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PRAKATA 

lhamdulillah, atas izin Allah SWT, buku Pengantar 

Kebijakan dalam Lanskap akhirnya dapat hadir di hadapan 

pembaca. Ide penulisan buku ini berawal dari keresahan 

saya melihat berbagai tantangan dalam pengelolaan lanskap di 

Indonesia, mulai dari urbanisasi, deforestasi, hingga perubahan 

iklim. Saya percaya bahwa kebijakan yang baik adalah fondasi 

utama untuk menciptakan ruang hidup yang adil, harmonis, dan 

berkelanjutan. Buku ini saya susun untuk memberikan pemahaman 

dasar, kerangka berpikir, serta inspirasi bagi mahasiswa, 

akademisi, praktisi, dan para pengambil kebijakan agar mampu 

merancang solusi yang berpihak pada keberlanjutan. Tentu, karya 

ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka 

terhadap kritik dan saran demi penyempurnaan di masa depan. 

Semoga buku ini bermanfaat sebagai kontribusi kecil dalam 

mewujudkan lanskap yang lebih baik untuk generasi sekarang dan 

mendatang. 
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